
BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 Konsep Implementasi 

 Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip 

oleh Solichin Abdul Wahab adalah: “Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu 

to implement. Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berati to 

provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan 

to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”(Webster 

dalam Wahab, 2004:64).  

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti 

mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan 

sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan 

untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan 

pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga 

pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.  

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van 

Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah :  

“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-

pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya 

tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. (Van Meter dan Van Horn 

dalam Wahab, 2001:65) 

 Konsep implementasi muncul ke permukaan beberapa dekade yang lalu sejak Harold 

Laswell (1956) mengembangkan gagasannya bahwa untuk memahami kebijakan publik dapat 

digunakan suatu pendekatan proses dalam kebijakan. Menurutnya implementasi merupakan 

salah satu bagian dari beberapa tahapan yang harus dilalui dari keseluruhan proses  

perumusan kebijakan publik, formulasi, legitimasi dan evaluasi. ( Harold Laswell (1956) 

dalam Emy Kholifah, 2016:13) 

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh 

individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya 

tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut 

melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada 



warganegaranya. Namun dalam praktinya badan-badan pemerintah sering menghadapi 

pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka 

menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang 

seharusnya tidak dilakukan. Mazmanian dan Sebastiar juga mendefinisikan implementasi 

sebagai berikut:  

“Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk 

undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan 

eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”.(Mazmanian dan Sebastiar dalam 

Wahab,2001:68)  

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier merupakan pelaksanaan kebijakan 

dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau 45 keputusan-keputusan yang 

penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah 

melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian 

output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan 

kebijakan yang bersangkutan.  

 Selain itu Implementasi memiliki arti sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan. Jika 

dikaitkan dengan pemerintahan implementasi merupakan suatu tindakan-tindakan yang 

dilakukan baik oleh individdu atau kelompok, baik pemerintah atau swasta yang diarahkan 

pada tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (Solichin A. Wahab, 1990 

:51). Implemntasi kebijaksanaan merupakan aspek yang pentinga dari keseluruhan proses 

kebijaksanaan. Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan jauh lebih penting 

daripada pembuatan kebijaksaan. Kebijaksaan-kebijaksanaan akan sekedar beryoa impian 

atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplemenasikan dengan 

baik. 

 “Implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan administrasi yang dilakukan 

setelah kebijakan ditetapkan / disetujui Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan 

dan Implementasi Kebijakan evaluasi kebijakan mengandung logika yang top-down, yang 

berarti lebih rendah / alternatif menginterpretasikan -. Alternatif masih abstrak atau bersfat 

alternatif makro atau mikro-beton “(2006: 25). 

Ada pula pengertian implementasi menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang 

berjudul Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. “Implementasi adalah perluasan 

aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk 



mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”(Setiawan, 

2004:39). 
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Sumber : (Setiawan, 2004:39). Dalam buku yang berjudul Implementasi Dalam Birokrasi 

Pembangunan 

 Jika dilihat dari berbagai sudut pandang yang telah dijelaskan , maka suatu 

implemtasi kebijakan itu bisa dinilai sebagai suatu usaha yang diberikan oleh suatu pejabat 

atasan terhadap bawahan yang dimana bersifat suatu kebijakan yang mencakup dalam 

berbagai hal. Sebuah mekanisme yang bisa dikatakan mengalir dari atasan terhadapat bawaha 

yang bersinergi akan menciptakan suatu pelayanan publik terhadap kebijakan yang telah 

diberikan dari pusat (atasan) terhadap daerah (bawahan). 

 Perhatian atau fokus utama dalam suatu implementasi adalah suatu arahan atau 

kebijkan yang dinilai dan dibuat dengan mencakup sasaran atau masalah yang bersifat global 

dan terpenting seperti sejauh mana kebijakan akan dibuat berkenaan dengan permaslahan 

yang dialami oleh publik, dan sejauh mana tujuan dari kebijakan itu dibuat tepat sasaran atau 

tidak. Hal inilah yang sngat penting dalam peran daerah yang bisa dikatakan bawahan dalam 

menanggapi atau melaksanakan suatu kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. 

 Kegagalan suatu kebijaksanaan (policy failure) ini dapat dilihat atau dibagi menjadi 

dua kategori yaitu tidak diimplementasikan (non implementation) dan implementasi yang 

tidak berhasil (unseccessfull implementation) : 
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1.   Tidak diimplementasikan (non mplementation) mengandung pengertian bahwa 

suatu kebijaksanaan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, kemungkinan karena 

pihak-pihak yang terlibat atau terkait didalam pelaksanaannya tidak mau bekerja 

sama, atau mereka tidak bekerja secara efisien, bekerja setengah hati atau karena 

mereka tidak se[enuhnya menguasai permasalahan yang digarap diluar jangkauan 

kekuasaannya sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan yang ada tidak 

sanggup mereka tangani yang mengakibatkan suatu implementasi yang efektif dan 

sukar untuk dipenuhi. 

2.   Implemetasi yang tidak berhasil (unseccessfull implementation) biasanya hal 

ini terjadi manakala suatu kebijakan teretentu telah dilaksanakan sesuai dengan 

rencana, tetapi mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan, 

kebijaksanaan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir 

yang dikehendaki, biasanya kebijaksanaan yang memiliki resiko untuk gagal tu di 

sebabkan oleh beberapa faktor antara lain : pelaksanaannya yang jelek, 

kebijakasanaannya sendiri memang jelek, atau kebijaksaan tersebut memang bernasib 

jelek. (Solichin Abdul Wahab,2004:62). 

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak variabel, faktor dan 

dimensi dan masing-masing saling berhubungan satu sama lain. Para ahli banyak 

mengemukakan pendapatnya tentang teori metode implementasi kebijakan. Menurut Grindle 

keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu : isi kebijakan (content 

of policy) dan lingkungan implementasi (contex of implementation). Variabel isi kebijakan 

menyangkut : 

1. Kepentingan kelompok sasaran 

2. Jenis manfaat 

3. Derajat perubahan yang diinginkan  

4. Letak pengambilan keputusan  

5. Pelaksanaan program 

Sumber daya yang dilibatkan (AG. Subarsono, 90-94).Sedang variabel lingkungan 

implementasi menyangkut : 

1. kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat. 

2. karakteristik lembaga dan penguasa. 

3. kepatuhan dan daya tanggap. 



Sedang George Edward III memandang bahwa : implementasi kebijakan dipengaruhi 

oleh empat variabel yakni : 

1. Komunikasi 

2. Sumberdaya 

3. Disposisi 

4. Struktur Birokrasi 

Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. Mazmanian dan 

Sabatier mengembangkan model yang dsebut sebagai kerangka analisis implementasi. Peran 

implementasi penting dari kebijaksanaan Negara ialah mengidentifikasikan variabel-variabel 

yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. 

Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga katagori besar yaitu : 

1. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap untuk dikendalikan. 

2. Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan cara cepat proses 

implementasi. 

3. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi 

tujuan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut. 

Dari berbagai pendapat tersebut, maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai 

suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan. Usaha untuk melakukan, melaksanakan 

kebijakan tertentu, tentunya membutuhkan suatu keahlian dan keterampilan dalam menguasai 

persoalan yang hendak dikerjakan. Dalam hal ini birokrasi menempati kedudukan yang 

strategis, karena birokrasi yang berkewajiban melaksanakan kebijakan tersebut, sehigga 

birokrasi senantiasa dituntut untuk mempunyai keterampilan dan keahlian yang tinggi.  

2.2 Definisi Kebijakan 

 Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang 

penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk 

bergerak. Secara etimologis, kebijakan adalah terjemahan dari kata policy. Kebijakan dapat 

juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu 

pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang 

dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-

kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan. 

 Kebijakan, banyak orang mengatakan atau mendefinisikan suatu kebijakan memiliki 

kesamaan dengan kebijaksanaan Namun menurut Zaenuddin Kabai, kebijakan adalah 

formalisasi dari sebuah kebijaksanaan, mengingat seringnya kata kebijakan digunakan pada 



lingkungan-lingkungan formal (organisasi atau pemerintahan). kebijakan adalah serangkaian 

tindakan yang diajukan seseorang, group, dan pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan 

mencantumkan kendala-kendala yang dihadapi serta kesempatan yang memungkingkan 

pelaksanaan usulan tersebut dalam upaya mencapai tujuan Friedrik (1963). 

 Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan 

dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu 

permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Istilah kebijakan atau sebagian orang 

mengistilahkan kebijaksanaan seringkali disamakan pengertiannya dengan policy. Hal 

tersebut barangkali dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah 

policy ke dalam Bahasa Indonesia. Menurut Hoogerwerf dalam Sjahrir pada hakekatnya 

pengertian kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya 

untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan 

tindakan yang terarah (Hoogerwerf dalam Sjahrir 1988: 66). 

 Berdasarkan beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh 

para ilmuwan tersebut, kiranya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi 

tentang policy (kebijakan) mencakup pertanyaan : what, why, who, where, dan how. Semua 

pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga lembaga yang 

mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, 

waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan. Disamping kesimpulan tentang pengertian 

kebijakan dimaksud, pada dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas 

dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan pemerintah serta perilaku negara 

pada umumnya (Charles O. Jones dalam Agustino 2008:8) 

2.3 Implementasi Kebijakan 

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti 

pelaksanaan atau penerapan (Poerwadarminto, 1990: 327). Istilah implementasi  biasanya di 

kaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus 

Webster, merumuskan secara pendek bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti to 

provide the means for carryingout(menyediakan sarana untuk melaksanakan  sesuatu), to give 

practical effect to (menimbulkan dampak atau akibat  terhadap sesuatau). Pengertian tersebut 

mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang 

mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu. (Abdul 



Wahab,1997:67). Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah 

bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif 

seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau 

diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan dilaksanakan atau diimplementasikan agar 

mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Van Meter dan van hom (dalam Abdul 

Wahab 1997 : 65), menyatakan bahwa : Proses implementasi adalah “those achivemen by 

public     or private individuals  groups that  are directed the achievement of objecteves set forth 

in prior decision” (tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-

pejabat atau kelompok-kelompok   pemerintah atau swasta yang diarahka pada tercapainya 

tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).  Implementasi kebijakan 

merupakan suatu upaya suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan saran-sarana 

tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang Sunggono 1994 : 137).  

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai  apabila tujuan-tujuan 

kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan 

untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Suatu proses implementasidapat digambarkan 

secara sistematis seperti berikut ini: sumber : Bambang  Sunggono  (1994 : 139).  Dari skema 

diatas terlihat bahwa proses implementasi dimulai dengan suatu kebijakan yang harus 

dilaksanakan. Hasil proses implementasi terdiri dari hasil kebijakan yang segera atau disebut 

sebagai “policy performance”. Secara konkrit antara lain dapat kiata lihat jumlah dan isi 

barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dalam jangka waktu tertentu untuk menaikkan taraf 

kesejahteraan warga masyarakat, misalnya. Perubahan dalam taraf kesejahteraan warga 

masyarakat dapat dianggap sebagai  hasil akhir kebijakan yang disebut juga sebagai “policy 

outcome” atau “policy impact”. 

Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkai menemukan berbagai kendala. Rumusan-

rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. Hal ini 

disebabkan berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. 

Implementasi kebijakan merupakan proses yang rumit dan kompleks. Namun dibalik 

kerumitan dan kompleksitasnya tersebut, implementasi kebijakan memegang peran yang 

cukup vital dalam proses kebijakan. Tanpa adanya tahap implementasi kebijakan, program-

program kebijakan yang telah disusun hanya akan menjadi catatan-cataatan resmi di meja 

para pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan (policy implementation) adalah pelaksanaan 

pengendalian aksi-aksi kebijakan didalam kurun waktu tertentu (Dunn, 200:58). 



Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta merta 

berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam implementasi 

kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini 

mungkin. 

2.4 Tahap - Tahap Implementasi 

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-

keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-

perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi 

pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program 

dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang 

bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan 

kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses 

pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:  

1. tahapan pengesahan peraturan perundangan; 

2. pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana; 

3. kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan; 

4. dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak; 

5. dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana; 

6. upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan. 

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni: 

1. penyiapan sumber daya, unit dan metode; 

2. penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan 

dijalankan; 

3. penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin. 

Oleh karena itu, implikasi sebuah kebijakan merupakan tindakan sistematis dari 

pengorganisasian, penerjemahan dan aplikasi. 

2.5 Aktivitas Implementasi Kebijakan 



Implementasi menurut Edwards, diartikan sebagai tahapan dalam proses 

kebijaksanaan yang berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau 

konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan itu (output, outcome). Yang 

termasuk aktivitas implementasi menurutnya adalah : 

1. Perencanaan 

Suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan dating serta 

menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, 

proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji 

berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) kita untuk 

mencapainya kemudian memilih arah-arah terbaik serta memilih langkah-langkah untuk 

mencapainya 

2. Pendaaan 

Pendanaan atau financing merupakan pembiayaan yang diberikan oleh suatu 

pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik 

dilakukan sendiri maupun lembaga. dengan kata lain, pembiyaan yang dikeluarkan guna 

mendukung sebuah kebijakan atau investasi yang telah direncanakan. 

3. Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah merupakan fungsi kedua dalam Manajemen dan 

pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi 

sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Dengan demikian hasil 

pengorganisasian adalah struktur organisasi. 

Faktor-faktor yang menentukan perancangan struktur organisasi yaitu : 

1. Strategi organisasi pencapaian tujuan. 

2. Perbedaan teknologi yang digunakan untuk memproduksi output akan 

membedakan bentuk struktur organisasi. 

3. Kemampuan dan cara berfikir para anggota serta kebutuhan mereka juga 

lingkungan sekitarnya perlu dipertimbangkan dalam penyusunan struktur 

perusahaan. 

4. Besarnya organisasi dan satuan kerjanya mempengaruhi struktur organisasi. 

4. Pengangkatan dan Pemecatan Karyawan, 

Merupakan sebuah hal yang dilakukan oleh sebuah lembaga dimana 

pengangkatan dan pemecatan karyawan ini dilakukan berdasarkan factor kinerja 

karyawan itu sendiri atau bisa berupa reward maupu punishment. 

5. Negoisasi 



Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak - pihak yang terlibat 

berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan.Menurut 

kamus Oxford, negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui 

diskusi formal. 

Dalam model yang dikembangkannya, ia mengemukakan ada 4 (empat) faktor 

kritis yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi.  Pendekatan yang 

dilakukan dengan mengajukan pertanyaan :”Prakondisi apa yang harus ada agar implementasi 

berhasil?” dan “ Apa yang menjadi kendala pokok bagi suksesnya suatu implementasi?” dan 

menemukan 4 (empat) variabel tersebut setelah mengkaji beberapa pendekatan yang 

dilakukan penulis lain. 

2.6 Syarat – syarat Implementasi Kebijakan yang Efektif 

Sabatier dan Mazmanian (1979), Sabatier (1986) sebagai contoh karya yang dapat 

diangkat sebagai karya yang mendukung gagasan top down  dan buttom up dalam enam 

syarat untuk implementasi kebijakan yang efektif dari tujuan kebijakan yang telah dinyatakan 

secara legal. Enam syarat itu adalah berikut ini. 

1. Tujuan yang jelas dan konsisten, sehingga dapat menjadi standar evaluasi dan 

sumberdaya. 

2. Teori (logika) kausalitas yang memadai, dan memastikan agar kebijakan itu 

mengandung teori yang akurat tentang bagaimana cara melahirkan perubahan 

3. Struktur implementasi yang disusun secatra legal untuk membantu pihak-pihak 

yang mengimplementasikan kebijakan dan kelompok-kelompok yang menjadi 

sasaran kebijakan 

4. Para pelaksana implementasi yang ahli dan berkomitmen yang menggungkan 

kebijaksanaan mereka untuk mencapai tujuan kebijakan 

5. Dukungan dari kelompok kepentingan dan „penguasa‟ di legislatif dan eksekutif 

6. Perubahan dalam kondisi sosio-ekonomi yang tidak melemahkan dukungan 

kelompok, dan penguasa atau tidak meruntuhkan teori kausal yang mendasari 

kebijakan 

(Sabatier dan Mazmanian, 1986, dalam Emy Kholifah R, 2016)  

2.7 Konsep Efektivitas 

1. Pengertian Efektifitas 

Kata efektif berasal dati bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau 

sesuatu yang dilakukan berhasil dengan bauk. Kamus ilmiah populer mendefinisikan 

efektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna menunjang tujuan. Efektifitas 



merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam 

setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun 

sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang 

dikutip Soewarno Handayaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa” Efektivitas adalah 

pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditenttukan sebelumnya.” 

Sedangkan Georgopolous dan Tannembaum (1985:50), mengemukakan:  

“Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu 

organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme 

mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus 

berkaitan dengan mesalah sasaran maupun tujuan.” Georgopolous dan Tannembaum 

(1985:50) 

 

 

 

Menurut Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik 

mendefinisikan efetivitas, sebagai berikut  

“Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan 

program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau 

ketegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan, 2005:109). 

Upaya mengevaluasi jalannuya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep 

efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor uyntuk menentukan apakag perlu dilakukan 

perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi melalui pemanfaatan 

sumber data yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun 

keluatan (output). Dlam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, 

sarana dan prasarana serta metode dengan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan 

efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan 

efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang 

bermanfaat. 

2. Ukuran Efektivitas 

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang 

telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil 

pekerjaan dan tindakan yang dlakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak 

tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. 



Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, 

sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (1978:77), yakni: 

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal uni dimaksudkan supaya karyawan dalam 

pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai. 

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada 

jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran- sasaran 

yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian organisasi. 

c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang 

hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebiajkan harus mampu 

menjembatani tujuan –tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional. 

d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang 

dikerjakan oleh organisasi dimasa depan. 

e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan 

dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabilla tidak, para pelaksana 

akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja. 

f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja,m salah satu indikator efektivitas organisasi 

adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prsarana yang 

tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi. 

g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, sebagaimanapaun baiknya suatu program 

apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak 

akan mencapaiu sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin 

didekatkan pada tujuannya. 

h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia 

yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menunutut terdapatnya sistem 

pengawasan dan pengendalian. 

2.8 Definisi Kartu Indonesia Pintar 

Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan pemberian bantuan tunai pendidikan kepada 

seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga 

Sejahtera (KKS) atau yang memenuhi kriteria yang telah diterapkan sebelumnya. Program 

Indonesia Pintar melalui KIP merupakan penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa 

Miskin (BSM) sebelumnya. Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan sebagai penanda dan 

digunakan untuk menjamin serta memastikan seluruh anak usia sekolah untuk mendapatkan 



manfaat program indonesia pintar bila telah terdaftar di sekolah,madrasah, pondok pesantren, 

kelompok belajar ( Kejar Paket A/B/C ) atau lembaga pelatihan maupun kursus. 

Untuk tahap awal di 2014, KIP telah dicetak untuk sekitar 160ribu siswa disekolah 

umum dan juga madrasag di 19 Kabupaten/Kota. Untuk 2015, diharapkan KIP dapat 

diberikan kepada 20,3juta anak usia sekolah baik dari keluarga penerima Kart Keluarga 

Sejahtera (KKS) atau memenuhi kriteria yang telah ditetapkan (seperti anak dari keluarga 

peserta KPH). KIP juga mencakup anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah seperti 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti anak-anak di Panti 

Asuhan/Sosial, Anak Jalanan, dan Pekerja Anak dan Difabel. Kip juga berlaku di Pondok 

Pesantren, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang 

ditentukan oleh Pemerintah. 

Selain itu KIP mendorong pengikutsetrtaan anak usia sekolah yang tidak lagi terdaftar 

di satuan pendidikan untuk kembali bersekolah, KIP menjamin keberlanjutan bantuan antar 

jenjang pendidikan sampai tingkat SMA/SMK/MA. 

Adapun beberapa Prioritas Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) yakni antara lain : 

1. Penerima BSM dari pemegang KPS yang telah ditetapkan dalam SP2D 2014. 

2. Anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang KPS/KKS yang belum 

ditetapkan sebagai peerima manfaat BSM. 

3. Anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga peserta PKH 

4. Anak usia sekolah (6-21 tahun) yang tinggal di panti asuhan/sosial. 

5. Siswa/santri (6-21 tahun) dari Pondok Pesantren yang memiliki KPS/KKS (khusus 

untuk BSM Madrasah). 

6. Anak usia sekolah (6-21 tahun) yang terancam putus sekolah karena kesulitan 

ekonomi dan /atau korban musibah berkepanjangan/bencana alam mellalui jalur 

FUS/FUM. 

7. Anak usia sekolah (6-21 tahun) yang belum atau tidak lagi bersekolah yang datanya 

telah dapat direkapitulasi pada semester 2 (TA) 2014/2015. 

Program Indonesia Pintar (PIP) mulai tahun 2015 berdasarkan Permendikbud No.12 

Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar, yang mana Permendikbud ini ditetapkan dan 

mulai diundangkan pada tanggal 12 Mei 2015. PIP diselenggarakan dala rangka 

melaksanakan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 



Program Simpanan Keluarga, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk 

membangun keluarga Produktif. 

1. Cara Untuk Mendapatkan Kartu Indonesia Pintar 

Program Indonesia Pitar yang merupakan penyempurnaan dari program Bantuan Siswa 

Miskin telah diluncurkan Presiden Joko Widodo. Anak usia sekolah dari keluarga tidak 

mampu, mendapatkan Kartu Indonesia (KIP). Kemudian mereka iberikan dana tunai dari 

pemerintah secara regular. 

Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada anak usia sekolah dari keluarga pemilik 

Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Mereka yang 

mendapatkan KIP berasal dari tingkat SD hingga SMA dan sederajat, adapun cara 

mendapatkan Kartu Indonesia Pintar yakni: 

a. Pertama, keluarga penerima KKS membawa KKS dan Kartu Keluarga atau Surat 

Keterangan dari RT/RW/Lurah/Kepala Desa yang menyatakan anak adalah anggota 

keluarga KKS ke sekolah/madrasah tempat anak bersekolah atau terdaftar. 

b. Selanjutnya sekolah/madrasah mencatat informasi tentang anak tersebut ke dalam 

daftar calon penerima KIP dan mengirimkan formulir ke Dinas Pendidikan atau 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat.  

c. Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota lalu 

mengirimkan rekapitulasi calon penerima KIP ke Kemendikbud/Kemenag. Bagi 

sekolah di bawah naungan Kemendikbud, operator sekolah wajib memasukkan 

informasi siswa ke dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). 

d. Setelah menerima rekapitulasi calon penerima KIP, Kemendikbud/Kemenag akan 

mencetak dan mengirimkan KIP tambahan ke alamat sekolah atau rumah tangga anak 

penerima.   

Sumber:http://www.sekolahdasar.net/2015/02/inilah-cara-mendapatkan-kartu-indonesia-

pintar.html#ixzz4AMO24kH9 

Bagi keluarga penerima KPS yang telah menjadi penerima BSM, masih dapat 

menggunakan KPS dengan cara membawa KPS ke sekolah/madrasah tempat anak bersekolah 

untuk didaftarkan sebagai penerima KIP. 

2. Mekanisme Penggunaan Kartu Indonesia Pintar untuk mendapatkan bantuan 

pendidikan tahun 2015 

http://www.sekolahdasar.net/2015/02/inilah-cara-mendapatkan-kartu-indonesia-pintar.html#ixzz4AMO24kH9
http://www.sekolahdasar.net/2015/02/inilah-cara-mendapatkan-kartu-indonesia-pintar.html#ixzz4AMO24kH9


Adapun beberapa mekanisme penggunaan kartu Indonesia pintar untuk mendapatkan 

bantuan pendidikan antara lain yakni: 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:  

a. Siswa yang sudah memiliki KIP membawa kartu tersebut ke sekolah tempat siswa 

tersebut terdaftar.  

b. Sekolah mencatat data siswa tersebut dengan benar sesuai format, merekapitulasi data 

semua siswa pemilik KIP dan mengirimkan rekapitulasi tersebut ke Dinas Pendidikan 

dan Kankemenag Kabupaten/Kota.  

c. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengirimkan semua hasil rekapitulasi sekolah di 

Kabupaten/Kota tersebut ke Kemendikbud dengan menembuskan ke Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi.  

d. Kemendikbud akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan siswa penerima 

manfaat KIP dan mengirimkan SK tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan 

daftar penerima manfaat KIP ke lembaga/bank penyalur yang ditunjuk.  

e. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota akan mengirimkan surat pemberitahuan dan daftar 

penerima manfaat KIP ke sekolah serta lokasi dan waktu pengambilan dana bantuan.  

f. Sekolah memberitahukan ke siswa/orangtua waktu pengambilan dana bantuan.  

g. Siswa/orangtua mengambil dana bantuan ke lembaga/bank penyalur yang ditunjuk.  

 

 

 

 

Kementerian Agama:  

a. Siswa yang sudah memiliki KIP membawa kartu tersebut ke madrasah tempat siswa 

tersebut terdaftar.  

b. Untuk Madrasah Swasta, Kepala Madrasah mencatat dan merekapitulasisiswa yang 

memiliki KIP dan siswa dari keluarga penerima KPS/KKS berdasarkan format untuk 

kemudian merekapitulasi nama siswa tersebut sebagai penerima manfaat KIP. 

c. Kepala Madrasah Swasta membuat Surat Keputusan (SK) Penetapan Siswa Penerima 

manfaat KIP, berita acara SK serta Rekapitulasi Siswa Calon Penerima manfaat KIP 

dan mengirim seluruh salinan format ke Kantor Kementerian Agama/Kankemenag 

Kabupaten/Kota 

d. Untuk Madrasah Negeri yang memiliki DIPA/anggaran sendiri, rekapitulasi siswa 

penerima manfaat KIP dikirimkan ke Kankemenag Kabupaten/Kota. 



e. Kankemenag Kabupaten/Kota merekapitulasi usulan siswa calon penerima manfaat 

program dan menetapkan seluruh penerima manfaat yang memiliki KIP serta 

anak/siswa dari keluarga KPS/KKS yang belum menerima KIP 

f. Menerbitkan SK Daftar Siswa Calon Penerima manfaat KIP serta Rekapitulasi Siswa 

dan kemudian mengirimkan seluruh salinan ke Kantor Wilayah/Kanwil Kementerian 

Agama Provinsi. 

g. Kanwil Kementrian Agama Provinsi merekapitulasi siiswa penerima manfaat dari 

Kankemenag Kabupaten/Kota dan menetapkan seluruh penerima BSM yang memiliki 

KIP serta anak/siswa dari keluarga KPS/KPS sebagai penerima manfaat KIP 

h. Kanwil kementerian Agama Provinsi menerbitkan Surat Keputusan dan rekapitulasi 

siswa penerima manfaat program kemudian mengirimkan salinan SK ke Kankemenag 

Kabupaten/Kota untuk kemudian diteruskan ke madrasah untuk diinformasikan 

kepada siswa penerima manfaat program melalui KIP 

i. Madrasah memberitahukan ke siswa/orangtua waktu pengambilan dana bantuan. 

Siswa/orangtua mengambil dana bantuan ke lemabga/bank penyalur yang ditunjuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


